
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
1. Kedudukan fitur syariah Shopee Barokah dalam e-commerce memiliki

posisi yang serupa dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam perbankan

syariah, dimana platform e-commerce seperti Shopee bertindak sebagai

basis utama yang mengelola fitur yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah. Dapat dilakukan konstruksi hukum dengan menggunakan jenis

konstruksi analogi. Konstruksi analogi dilakukan terhadap peraturan yang

tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang ada, tetapi memiliki unsur

kegiatan yang sama. Seperti Unit Usaha Syariah dalam Bank Umum

Konvensional (BUK) dan e-commerce yang keduanya memiliki kegiatan

berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merujuk Undang-Undang

Perseroan Terbatas bagi fitur syariah yang dapat dipersamakan dengan

unit syariah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, UUS berasal dari

kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK). Fungsinya mencakup

peran sebagai pusat pengelolaan untuk unit atau kantor yang menjalankan

bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, UUS bertindak sebagai

pusat yang bertanggung jawab atas kantor cabang pembantu syariah

dan/atau unit syariah. Kedudukan fitur syariah Shopee Barokah bisa

dipersamakan dengan Unit Usaha Syariah yang biasanya memiliki Bank

Umum Konvensional (BUK) sebagai kantor utama dan fungsinya hanya

sebagai pembantu yang bertanggung jawab atas kantor cabang pembantu

syariah.

2. Jaminan kehalalan produk dalam iklan elektronik dalam konteks

perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait

jaminan kehalalan produk diatur melalui Undang-Undang Nomor 33
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Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini

menggariskan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim serta

menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi,

pengawasan, dan penegakan hukum terkait produk halal. Meskipun

demikian, tantangan muncul dalam implementasi undang-undang ini,

terutama dalam konteks e-commerce seperti yang ditunjukkan oleh

Shopee Barokah.

Ketidaksesuaian antara klaim syariah dalam iklan elektronik

dengan kenyataan produk yang ditawarkan dan melanggar Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PMSE). Konsumen yang merasa dirugikan akibat pelanggaran

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, mereka memiliki hak untuk menggugat pelaku

usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat klausula yang

mengatur pelaku usaha agar dalam menjalankan kegiatannya tidak

merugikan konsumen. Diatur pula beberapa hal yang ternyata tidak sesuai

dengan yang dijalankan fitur syariah Shopee Barokah. Selain itu, dibentuk

juga peraturan pelaksana dari UU PK, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang

memiliki tugas sebagai badan yang mengawasi perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, penting bagi PT Shopee Internasional Indonesia untuk

memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan,

guna menjaga kepercayaan konsumen serta integritas platform tersebut.

Jaminan kehalalan bagi konsumen atas produk dari fitur syariah

Shopee Barokah telah diatur dalam 3 (tiga) peraturan

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk

melindungi produknya; Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik; dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta

peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Badan Perlindungan

66



Konsumen Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, dari segi peraturan

sudah diatur, hanya saja tidak spesifik mengenai bagaimana pengawasan

seharusnya terhadap fitur syariah dalam e-commerce sehingga apabila

terjadi ketidaksesuaian di lapangan artinya kurang ketatnya pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian latar belakang, teori, dan analisis hingga mencapai

kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, berikut adalah beberapa poin saran dari

peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan

Perusahaan e-commerce seperti PT Shopee Internasional Indonesia perlu

meningkatkan pengawasan terhadap fitur syariahnya, seperti Shopee

Barokah. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang efektif dan terlibat dalam setiap aspek

operasional unit syariah. DPS harus memiliki kewenangan dan tanggung

jawab yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah.

Fitur syariah Shopee Barokah membutuhkan pengawas, yaitu Dewan

Pengawas Syariah (DPS) yang tertulis dalam Pasal 109 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulannya,

pengawasan diperlukan karena kegiatan dalam fitur syariah Shopee

Barokah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip syariah. Sama halnya

dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada perbankan yang hanya berbeda

bidang dalam kegiatannya, satu sebagai perseroan dan satu sebagai

lembaga keuangan.

2. Transparansi Informasi

Penting untuk meningkatkan transparansi informasi terkait produk yang

ditawarkan dalam fitur syariah. Perusahaan harus memastikan bahwa

klaim syariah dalam iklan elektronik sesuai dengan realitas produk yang

dijual. Ini dapat mencakup audit terkait kehalalan produk dan pembaruan
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informasi secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian yang dapat

mengecewakan konsumen.

3. Peningkatan Kesadaran Konsumen

Edukasi kepada konsumen tentang prinsip syariah dan cara memilih

produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka perlu ditingkatkan.

Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kriteria

halal pada setiap produk dapat membantu konsumen membuat keputusan

yang lebih tepat.

4. Kerjasama dengan Lembaga Syariah

Kerjasama dengan lembaga pengawas syariah, seperti Majelis Ulama

Indonesia (MUI), dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan

sertifikasi kehalalan secara lebih kredibel. Keterlibatan lembaga syariah

eksternal dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk

yang ditawarkan memang memenuhi standar syariah.

5. Peningkatan Keselarasan Internal

Penting untuk memastikan bahwa seluruh struktur organisasi, termasuk

keberadaan unit syariah seperti Shopee Barokah, beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah. Pemisahan yang jelas antara unit syariah dan unit

konvensional dalam setiap aspek, termasuk keuangan dan operasional,

akan memastikan keberlanjutan bisnis syariah.

6. Respon Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

Selain kerjasama dengan Lembaga Syariah yang ada di Indonesia,

Pemerintah harus memiliki atau membuat kebijakan serta mekanisme dari

fitur syariah sebagai unit syariah dari sebuah e-commerce. Mulai dari

pembentukan, syarat, pelaksanaan, pengawas, hingga respons atau sanksi

yang efektif terhadap pelanggaran. Langkah-langkah korektif yang cepat

dan transparan akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan

menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan syariah.
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Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan e-commerce yang

berbasis syariah dapat membangun reputasi yang kuat, memberikan kepastian

kepada konsumen, dan mendukung pertumbuhan positif ekonomi syariah di

Indonesia.
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